
BERITA

NOMOR 38
KABUPATEN CIANJUR

DAERAH

TAHUN 2O1O

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 31 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBAGIAN KIOSiLOS/TOKO PASAR CIPANAS

Menimbang i a.

BUPATI CIANJUR,

bahwa dengan akan selesainya pembangunan pasar Cipanas, maka
diperlukan penataan dan pengelolaan yang baik agar berdayaguna
sehingga akan tercipta pasar tradisional yang berdaya saing;

bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a serta untuk
menjamin ketertiban dan keamanan dalam pengoperasionalannya,
perlu dilakukan pengaturan dan pembagian kios/los/toko Pasar
Cipanas dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesii Nomor 801) sebagaimana
telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2692);

Mengingat : 1.

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

b.

2.



3. Undang-undang Nomor 8 Tahun r9g1 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan L".t;;'N;;;T.epubrik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tam-bahan Lembaran Neg*a nepuErit Indon"sia
Nomor 361 l);

3' Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan-Lembian itegara n.futiit-rnaon".iu
Nomor 4286);

4' Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan_ Negara (Lembaran Negara Republik tndonesla'tahun zoo+Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubrik indonesia No,nor ++ooi; 

- -.-*

5. Undang-Undang Nomor 
?2 Jt* -2-004 

tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan L".nr.* 

- 

N"g*uRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terah beberapakau airuJ- t"run i.dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun)0'g tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
^2-!0-a lentang 

pemerintihan O*.uf, 1i".U** i.g_uRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L"-b;;-N;;;Repuurik
Indonesia Nomot 4844);

6' undang-Undang Nomor 33 .Tah'n 2004 tentang perimbangan Keuangan AntaraPemerintah pusat dan Temcrintahan Daerah (Leribaran N"g;u R"pubdlnaon"riu
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Refubrit toaon".iu 

- 

No-o,4438);

7' Undang-Undang Nomor-28 Talnrn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun z6og Nomor 130, ra-ut an iemuaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8' Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan re;baran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);

9' Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(lembar_an Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor-140, ru-tJurii..uur*
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaaa danPengawasan penyelenggaraan pemerinrah Daerah (L"embil-i.r"d-ffiublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran N"g*u n.fiti'. IndinesiaNomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang perirbagian urusan pemerintahan
Antara pemerintah, pemerintah Daerah propinsi dan Femerintih Du".ut, i*ufui"nkotu
(Lembaran Neg'm p.ou611k Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, ra-uurran'iernuar*
Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor r12 Tahun 2007 tentang penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modem;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan 

_Daerah, sebagaimana telah diubah a*g* i..ut*-Merteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraiwan Gnteri
Dalam Negeri Nomor r3 Tahun 2006 tentang pedomt pengeloraan Keuan!" o".."t;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi pasar
(Lembaran Daerah rahun 1999 Nomor 10 Seri B) sebagaimaiu t"tJ 

- 
aiuuut

beberapakali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua atas peratumn Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang n t iuuJp**
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 32 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabrpaten cianjur Nomor 20 Tahun r 999 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor I0 seri n)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Perubahan Pertama Atas peraturan Daerah Nomor 20 Tahun rer tentanj netritusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah rahun 2005 Nomor 34 s"Jnl; 

-"

17. Peraturan Daerah cianjur Nomor 02 Tahrur 2007 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 200g Nomor 03 Seri D). - " -'

19. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang organisasi
Pemerintahan Daerah dan 

_pembentukan organisasi perangkat o".*i r"B.p"t*cianj'r (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomoi 07 seri D) ,iuugui--u i.iun-Jiutur,
dengan Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 02 r"rir" zo6o l""t""g [.i"t *Pertama Atas peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang ri"-ti* 

-n"*"r,
Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN
KIOS/LOS/TOKO PASAR CIPANAS.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah D_aerah Kabupaten cianjur, yaitu Bupati besertaperangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daeiah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten cianjur.
6' Pasar.adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa di lingkungan pasar Cipanas yang disediakan dan/atau dikuasai oiet pe-erirrtarr

uaeran.

7. Perdagangan adalah keseruruhan tata kegiatan yang terkait dengan jual beli barang
dar/atau jasa baik secara langsung maupun tiaai tingsung aengin tuluan p"ngJhuo
lau barang darvatau jasa untuk seterusnya ataup'n semertara-dengan imtarir atau
konpensasi.



8. Kios adalah suatu bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan
berpintu yang dipergunakan untuk berjualan di lingkungan pasar Cipanas.

9. Los adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding
keliling yang dipergunakan untuk bedualan di lingkungan pasar Cipanas.

10. Toko adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan di
lingkungan pasar Cipanas.

11. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
pemiagaarl/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

12. Sewa kios/los adalah pemakaian kios/los/toko oleh pedagang dalam jangka waktu
tertentu dengan imbalan uang tunai di lingkungan pasar Cipanas.

13. Gratis adalah pemberian/pengalokasian kios/los kepada para pedagang pemilik HpK di
pasar Cipanas yang dilakukan dengan cara tanpa konpensasi/pembayaran atas biaya
pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

14. Hak pemakaian kios/los adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan
usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko yang berada di
lingkungan pasar Cipanas yang dikuasai atau dimiliki pemerintah Daerah.

15. zoning adalah pengelompokan wilayah usaha berdasarkan jenis mata dagangan (barang
dan/atau jasa) yang diusahakan para pedagang dalam kawasan yang telah ditetapkan di
lingkungan pasar Cipanas.

16. Retribusi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian atau
penerbitan hak pemakaian kios/los yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau
dimilik Pemerintah Daerah.

17. Kelebihan kios/los/toko adalah sisa kios/los/toko yang tidak terbagikan kepada pedagang
pemiliki HKP/L/T karena jumlah kios/los/toko yang dibangun melebihi jumlah pedagang
pemilik HPI(rL/T.

18. Panitia adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati dan diberi tugas untuk melaksanakan
penempatan pedagang pemilik HPK/L/T pada kios/los/ toko yang telah tersedia di
lingkungan pasar Cipanas.

19. Undian tertutup adalah tata cara penempatan pedagang dengan cara diundi tiap blok,
dimana pengundiannya tidak menghadirkan semua pedagang melainkan hanya
perwakilannya.

20' Musyawarah adalah kesepakatan bersama antara seluruh unsur panitia dengan pedagang
dalam penyelenggaraan penempatan pedagang di lingkungan pasar Cipanas.

BAB II
PENGATURAN

Bagian Kesatu

Zoning

Pasal 2

(1) Penempatan pedagang pasar berd asarkan atas zonlzg komiditi.

(2) Zoning komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

NO. LANTAI BLOK JENIS KOMODITI
I ,,

3 4

l. Basement 1. Blok A Kios 69 unit 1. Rumah makan
2. Wartel
3. Pupuk



Lantai Dasar

2. Blok B Kios 66 unit

3. Blok B Los 236 unit

l. Blok A Perkantoran 2 unit

2. Blok A Pertokoan 33 unit

3. Blok A Kios 134 unit

4. Blok B Los Kering 144 unit

l. Blok C Kios 197 unit

5. Arang
6. Pakan burung
7. Beras glosir
8. Koran
9. Bahan bangynan

10. Alat pertanian

1. Rumah makan
2. Daging
3. Sayur mayur

l.Ikan basah
2. Sayur mayur
3. Tempe/tempe
4. Buah-buahan
5. Ikan asin
6. Daging
7. Depot es
8. Telur
9. Bumbu basah

1. BRI
2. Bank Mandiri

l. Perhiasan
2. Photo film
3. Elektronik
4. Toko buku

l. Perhiasan emas
2. Elektronik
3. Jam tangan
4. ATK
5. Kitab
6. Alat listrik

l. Plastik
2. Telur
3. Kue basah
4. Klontongan
5. Rempah-rempah

.6. Kaset

1. Rumah makan
2. Kelontongan
3. Kue kering
4. Karpet/plastik
5. Beras eceran

6. Kaset

l. Rumah makan
2. Konveksi/pakaian j adi

1. Blok A Kios 412 unit



I 2 3 4

4. Lantai II

2. Blok B Kios 38 unit

3. Blok C Kios 186 unit

I . Blok A Kios 412 unit

2. Blok B Kios 38 unit

l. Konveksi/pakaian jadi
2. Kain (cita)

1. Rumah makan
2. Rempah-rempah/sembako

1. Rumah makan
2. Konveksi/pakaian j adi
3. Sandal sepatu
4. Asesoris
5. Kosmetik
6. Kerajinan
7. Handphone
8. Jam
9. Mainan

l. ObaFobatan
2. Jahit/ tailor
3. Pangkas rambut/salon
4. Kemasan
5. Servis jam

(3) Pengaturan dan penernpatan pedagang pasar harus mengikuti zoning komoditi yang telah
ditetapkan.

Bagian Kedua

Hak Pemakaian

Pasal 3

(l) Hak pemakaian terhadap kios/los/toko diberikan kepada para pedagang korban
kebakaran pasar yang memiliki HPKJL/T.

(2) Kriteria pedagang korban kebakaran yang mendapatkan hak pemakaian kios/toko/los
sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan database yang ada pada dinas.

(3) Pemberian hak pemakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara gratis.

(4) Masa berlaku hak pemakaian kios/los/toko sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3)
selama 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga .".

Penempatan Pedagang

Pasal 4

(1) Pedagang yang mempunyai hak pemakaian sebagaimana dimaksud pasal 2 akan
ditempatkan untuk mengisi toko/kios/los yang telah tersedia.

(2) Penempatan pedagang dilakukan dengan mengikuti zoning sebagaimana dimaksud pasal
2 ayat (1) berdasarkan komoditas yang tertuang dalam HPIi/L/T.



Bagian Keempat
penyelenggaraan penempatan pedagang

pasal 5
(l) 

fili#** 
pedagang pasar sebagaimana dimaksud pasal 3 diserenggarakan oreh

(2) Panitia sebagaimana, dimaksud ayat (l) ditetapkan oleh Bupati yang sus'nanpersonalianya melibatkan unsur pemerintah'ou.rut,-p".rrutl* p"Jffig'iin"pihak lainyang ditunjuk oleh pemerintah Daerah.
(3) unsur perwakilan pedagang sebagaimana dimaksud ayat e) dibuktikan dengan suratkuasa dari para pedagang yang di*kilinyu. 

- ---""

Bagian Kelima
Tata Cara Penempatan pedagang

pasal 6
tt' 

l1]3y"ffiJffiftTTi"ff:agans pasar pada setiap brok dilakukan dengan jaran

@ Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana, aimar<gua ayat (l) tidak mencapaikesepakatan' maka penempatun p.augung pirui [iit** a.r,g* undian tertutup.(3) Apabila metode undian sebagaimana dimaksud ayat (2.).tidak mencapai kesepakatan,penentuan penempatan pedagang pasar akan ditetapkan oieh p.o'..in1ut Tu"*rr""'

Bagian Keenam
pengelolaan Kelebihan Kios/Los/Toko

pasal 7
(l) Kelebihan hak pakai kos/los/toko pasar dikelola oleh pemerintah Daerah.
@ Hak pemakaian r"tn"o.lo-1"]:g1han kios/lovtoko pasar.akan diprioritaskan untuk parapedagang korban kebakaran pasar yang tidak memp'un yai HpwL/T.(3) Pedagang korban kebakaran pasar yang tidak mempunyai HpIVL/T sebagaimana

,.}ffi*ft 
(2) adalah pedagLg dfi.;;;;;;, penvewa atau pedagang perataran

(4) Pengeroraan dan pemberian hak pakai terhadap kelebihan kios/los/ toko sebagaimanadimaksud ayat (l) berpedoman [.p*u p;;;"i";;.*ri 'ri"r"_"N.*i.iu"#l. 
,zTahun 2008 tentang pedoman p*s.i;i; ;;igb""r"h

(5) Tata cara pemakaian kelebihan hak pakai kiosnos/toio- pasar berpedoman kepadaketentuan dan/atau peratrran perunaang_'undangjlJog U".luku.

Bagian Ketujuh
pengelolaan Sarana dan prasarana Umum

pasal g
sarana dan pftrsarana umum seperti to'et, tempat parkir, ruang perataxan, l0rong, space ikrandan sarana lainnya di lingkungan pasar dikelola oleh pemerintah Daerah



BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 9

Bagi para pedagang pasar pemegang hak pakai kios/los/toko los berkewajiban 
'ntuk 

:

a. membayar'retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. membayar iuran lainnya yang ditetapkan berdasarkan musyawarah para pedagang di
lingkungan pasar;

c. mentaati semua aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pedagang.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

Setiap pedagang pasar pemegang hak pakai kios/los/toko, dilarang untuk :

a. merubah dan/atau menambah bentuk bangunan dan instalasi yang sudah ada beserta
kelengkapan lainnya;

b. merubah jenis komoditi yang dijual yang tidak sesuai dengan hak pakai yang tekah
dikeluarkan;

c. menggunakan fasilitas jalan untuk menyimpan semertara/tetap barang dagangan;

d. larangan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pasar sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah-Nomor 14
Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas peratruan Daerah Nomor 06 Tatrun 1999
tentang Retribusi Pasar.

BAB IV
SANKSI

Pasal 11

Bagi para pedagang pasax pemegang hak pakai kios/los yang melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administmtii sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh
Dinas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund.angkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal I 9 Juli 20 I 0

BUPATI CIANruR,

Caplttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHTJN 2O1O NOMOR 38.

Diundangkan di Cianjur
23 Juli 2010


